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UNDANG—UNDANG NOMOR 31. TAHUN 2009
TENTANG DESAIN INDUSTRI .

. Ol_ehf_ Insan Budi_ﬁ/[dulqn_a_@

ABSTMK

Meskzpun pelaksanaa;z Umdang—Undang Desain Industrz Nonor 31 Tahwz
2000 velatif masih baru, namun telah nienarik. seyumlah desainer nasmnal
untuk mendaftarkan desain indsutri. Hal ini- dapar dilihat dari ]umlak
permohonan desain industri yang berasal davi-dalam negeri lebih banyak
dari luar negeri, Jika kita bandingkan deri negara-negara industri maju,
Jjelas pemohon desain industri di Indonesia jumlahnya dianggap relatif
sedikit tapi masih lebil banyak dibandingkan dari pemohon desain indusiri
di negara-negara ASEAN, misqlnye Thailand dan Singapura. Oleh karena
ity, sosialisasi Undang—mzdang Desain Industri masih harus ditingkatkan
tidak hanya kepada para pengusaha Nasional tapi juga kepada parva
aparat pelaksana di Direkiorat Jenderal Hak Kekayaan Intelekiual (HKD)
agar pelaksanaan proses pendaftaran desain industri dapat dilaksanakan
sesuai dengan peraturan pernndang-undangan. Jika hal ini depat
dilakukan, jumlah permohonan desain industri dari dalam negeri czkan
meningkat lagi. :

1. Mukadimah

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Desain Industri hingga
menjadi undang-undang dapat dianggap cukup lama dan berlangsung hampir
setahun karena rancangan itu diajukan pemerintah kepada DPR pada tanggal
17 Desember 1999 hingga disetujui untuk menjadi undang-undang dilakukan
pada rapat pleno DPR tanggal 4 Desember 2000, dan kemudian disahkan
menjadi undang-undang pada tanggal 20 Desember 2000 (Insan Budi Maulana
Bianglala HKI {Hak Kekayaan Intelektual}, 2005).!

Penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
(UUDI) selama kurang lima tahun masih dianggap sangat singkat jika

' Lihatju d a makalah “IMPLEMENTASI UU RAHASIA DAGANG DAN UU DESAIN
STRIDALAM MENGHADAPI PERSAINGAN GLOBAL” iang disampaikan
dalam Seminar Nasional HaKi Kadin Indonesia %a:(lig diselenggarakan oleh Kadin &
Asosiasi Emiten Indonesia Jakarta, Hotel Borobudur, 31 Janvari 2001, dan Kata
Pengantar yang disam }Palkan penuhs dalam buku berjudul Kumpulan Penmdang-
undangan Di Bidang HKI: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia
Dagang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, dan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuir Ter pada'
diterbitkan oleh PT CITRAADITYA BAKTI, Bandl.m" 2001,
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. Analisis Pelaksanaan UU No 31 Tahun 2000 iemang Desam Industn S

- dlbandmgkan dengan penerapan undang—undang serupa dz negara—negara -
industri maju, namun tidak keliru jika kita mengevaluasi dan menganalisis
nnpiementas1 UUDI dan data statlsnk pennohonan desam mdustn selama kmun _
Waktu tersebut L - = : s

Tuhsan ini mempakan hasxl penelman yang dllalqﬂcan dengan menganahsxs
UUDI dan 1mpiementasmya berdasarkan data. pr;mer dan sekunder. Akan
diketahni apakah UUDI itu telah dilaksanakan secara konsekuen atau tidak;

Atau perlukah dilakukan perbaikan perbaikan sehmgga UUDI dapat
:membenkan manfaatbagl kemajuan ekonom1 bangsa‘? e .

'2 .Memenuhl TrqwsAgreement

Jlka memperhatlkan data statistik dx bawah ini wselama kurang lebih hma _
tahnn— telah cukup banyakpermohonm desam industri diajukan baik dari dalam
maupun luar negeni. Namun jumlah permohonan desain industri yang diterima
oleh Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Departemen Hukum dan
HAM itu relatif Sedlklt J:ka membandingkan dengan populasi yang mencapal
1eb1h darz 200 Juta jiwa dan keanekaragaman budaya Indonesia.

Penyusunan dan pelaksanaan UUDI Ini merupakan tanggung-jawab penuh
Indonesm karena ikut serta dalam pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
atau World Trade Organization yang di dalamnya mencakup pula Aspek-
aspek Dagang di bidang HKI (Trade Related Aspects of Intellectual Prop-
erty Rights/TRIP5) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7
Tahim 1994. Dalam TRIP s Agreement bagtan—bagzan yang berkaitan dengan
standar pengaturan HaKI diatur dalam Part 1] yaitu Standard Concerning
the. Avazlablltty Scope and Use of Intellectual Property Rights, dan
tercantum dari Section I, Article 9 sampai dengan Section 8, Article 40. Hal
tersebut meliputi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Copyright and Related Rights

Trademarks

Geographical Indications

Industrial Designs

Patents

Layout-Designs (Topographies) of Integrated Circuits
Protection of Undisclosed Information

Control of Anti-Competitive Practices in Contractual Licences

SO NN R N

Indonesia kini telah memberikan perlindungan hukum terhadap
Copyright and Related Rights (Hak Cipta dan Hak-hak yang berkaitan dengan
Hak Cipta) yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tzhun
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2001 yang merupakan revisi Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12 Tahun :
1997, Perhndungan terhadap Trademarks dan Geographical Indications
(Merek dan Indikasi Geografi) diatur dalam Undang-Undang Merek Nomor
14 Tahun 1997 yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Merek Nomor
15 Tahun 2001, dan perlindungan tethadap Patents diatur dalam Undang-
Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 yang merupakan revisi Undang—Undang
Paten Nomor 13 Tahun 1997. Dalam Undang- Undang Paten m1 dlbenkan

_ Juga peﬂmdungan terhadap paten sederhana

Ketentuan terhadap Control of Antz Competzfz ve Pmcnces in
Contractual Licences yang berkaitan dengan perjanjian lisensi di bidang] hak
cipta (vide Pasal 38 A sampai dengan Pasal 38C UndanG-Undang Hak Cipta),
paten (vide Pasal 76 sampai dengan Pasal 93 Undang-Undang Paten) dan
merek (vide Pasal 44 sampai dengan Pasal 50 Undang—Undang Merek) teiah
tercanfim pada figa undang-undang tersebut di atas. -

o Sedangkan tiga undang—undang di bldang HKI lainnya yang berkaitan
dengan perlindungan terhadap Industrial Designs Layoat—Deszgns
(Topographies) of Integraied Circuits, Protection of Undisclosed
Information disetujui oleh DPR dalam rapat pleno yang diadakan tanggal 4
Desember 2000 dan disahkan menjadi undang-undang pada tanggal 20
Desember 2000 yang masing-masing menjadi Undang-Undang Rahasia Dagang
Nomor 30 Tahun 2000, dan Undang-Undang Desain Tata Letak S1rku1t
Terpadu Nomor 32 Tahun 2000, dan tentu saja UUDL S

Pengesahan dan pelaksanaan UUDI itu merupakan kesungguhan
Indonesia untuk memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana diatur dalam
Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights atau
TRIPS Agreement. Tidak adakewajiban bagi negara-negara anggota WTO
yang telah meratifikasi TRIPS Agreement untuk menyamakan sistem perundang—
undangan hak kekayaan intelektualnya dengan negara-negara industri maju,
karena yang diperlukan adalah mengharmonisasikan dan menerapkan
perundang-undangan desain industri yang sesuai dengan persyaratan zmmmai
yang diatur dalam TRIPS Agreement.

3. Kesan Estetis Dan Azas Kebaruan

UUDI yang tercantum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 243 memiliki Bab dan Pasal yang terbanyak dibandingkan dengan
Undang-undang Rahasia Dagang dan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit
Terpadu. Undang-undang ini terdiri atas 13 Bab, 57 Pasal dengan 2 (dua)
Peraturan Pemerintah, 3 (tiga) Keputusan Presiden, dan satu Keputusan
Menteri.
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. Anahsls Pelaksanaan. Yy No 31 Tahun 2000 temang Desam 1ndustr;_g '_ '_:';

Istllah Industriai Desxgns d:atur dalam Pasai 25 dan Pasal 26 TRIP)s
' 'ngreement Dalam Undang—Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian

. istilah yang dipakai adalah desain produk industri; sedangkan istilah industrial -
~ design? atau d631gn3 sermg dlgunakan oleh Masyarakat Eropah Korea dan" _'

Jepang

memmbulkan penafsnan yang berbeda~beda

Da]am Rancangan Undang»Undang Desam hldusm dlSUSElH definisi desam _

mdusm yan g menyatakan

- Desain Industri adalah suatu krea51 tentang bentuk konfigurasi, atau
komposzsn garis atau wama, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi yang mengandung nilai estetika dan dapat
diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai
unfuk menghasilkan suatu produk, barang atau komoditi industri dan kerajinan
tangan (v1de Pasal 1 angka 1 Rancangan Undang-Undang Desain Industri).

~Definisi di atas kemudian berubah setelah dibahas di DPR sehingga menj ad1

Desam Industn adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau
kOII‘lpOSlSl garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya
yang berbentuk tiga dimensi atau dua drmens1 yang memberikan kesan
estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi
(gam tebal penulis) serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk,
barang atau komoditi industri dan keraji inan tangan (vide Pasal 1 angka 1
Undang~undang Desain Indusiri).

- Dengan memperhatikan definisi yang tercantum di atas, dapat disimpulkan
adanya dua unsur utama dalam desain industri yaitu: bentuk dan kesan estetis
yang berarti dapat dilihat secara kasat mata.

Sebagai perbandingan, umpamanya Pasal 2 ayat (i) Undang-Undang
Desain Korea mendefinisikan desain dengan menyatakan: design means the

? Lebih lanjut lihat European Design Protection, Editor oleh Mario Franzosi, 1996,

*  Lebih lanjut {ihat Industrial Property Laws of the Republic of Korea 1998, diterbitkan
oleh Korean Industrial Property Office, dan Intellectual Property Rlﬂhts Handbook,
1997 edition diterbitkan oleh Japanese ‘Patent Office.
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o Menurut penuhs penyebutan nama undang~undang ini dengan nama _

- Undang—mldang Desain Industri (Undang~Undang Desain Industri) lebih tepat' '

- -sebagal padanan kata industrial design, daripada menyebumya dengan nama
o :Undang—Undang tentang’ “Desain Produk Industri”, Dengan penamaanitaakan .-
- ‘memudahkandalam melakukan sosxahszm kepada kalangan pengusahadan
- -:-pendesam dlsamping itu karena istilah desain industri lebih dekat dengan kata -
asingnya, dan lebih sering chgunakan dalam berbagai literatur. Yang sebenamya. -
cukup penting adalah bagaimana definisi desain industrii itu disusun agar tidak
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. 'shape""parfern oricolor or a combmanon of these inan article: wkzck

produces an aesthetic’ impressions in the sense of sight (hury f tebal
penulis). Definisiini dlpeﬁk dari definisi Undang-undang Desam Jepang* yang
telah lebih dulu diterapkan, dan karena adanya pengaruh J epang dalam sistem
desain di Korea maka definisi yang dimitiki Korea memiliki persamaan, Dalam
undang-undang desain negara ini benfuk yang menghasﬂkan kesan estetls lebih
dltonjolkan terhadap suatu desain industri. o -

- 'Sedangkan Part Il Design rzght Chaprer I Deszgn rzghf in ori gmal
a’e.s*zgns Pasal 213 ayat (2); ‘Copyright, Designs and Patents Act 1988
Inggris menyatakan In this Pari ‘design’ means the design of any aspect
of the shape or configuration (whether internal or external) of the whole
or partof an article: Di Inggris menggarisbawahl suatu desain mdustn pada
setiap aspek bentuk atau konfi guram suatu barang.

Dengan membandingkan definisi desain industri yang dimihiki oleh dua
negara tersebut di atas, sebenarnya definisi desain industri sebagaimana
dicantumkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Desain Industri bisa
disusun lebih sederhana tanpa perlu mencantumkan seluruh elemen-elemen
secara terperinci.

- Indonesia memiliki lebih dari 13 (ngabelas) tibu pulau dengan kebudayaan
yang beranekaragam dan hal itu merupakan sumber kekayaan nasional yang
sangatpotensial untuk diolah dan dikembangkan sehingga mampu menghasilkan
karya-karya dibidang desain industri yang patut dilindungi. Kita tidak pungkiri
bahwa jumlah para pengusaha nasional kecil dan menengah yang tersebar
diberbagai pulau jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah para pengusaha
besar yang cenderung berbasis di pulau-pulau dan kota-kota besar tertentu
saja. Disisi lain, pemahaman hukum para pengusaha nasional terhadap desam
industri masih relatif rendah. Oleh karena itu, penyusunan sistem hulum desain
industri harus melihat dan mendasarkan pada realita yang hidup dalam
masyarakat kita dan bukan mendasarkan pada sistem hukum yang terjadi pada
masyarakat indhustri maju yang telah lebih dulu menerapkan dan memahaminya.
Tentu saja penerapan sistem hukum desain industri kita tetap mendasarkan
pada standar (minimal) yang tercantum dalam TRIP s Agreement dan tidak
melanggar ketentuan-ketentuan konvensi internasional di bidang HKI lainnya
yang telah kita ratifikasi.

Jika saja para pengusaha kecil dan menengah tersebut di atas yang
mendasarkan pengembangan desain industrinya dengan memanfaatlcan pada

* Lihat Pasal 2 ayat 1 UU Desain Jepang. Pasal 4 Design Act 1906 Austraiia:. . feqiures
of shape, configuration, pattern or ornamentation opplicable to an ar. nc!e being
Jeatures that, in the finished article, can be judged by the eye, but does not include
a method or principle of construction.
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o Undang

' Ana]151s Pe]aksanaan UU No 3! Tahun 2000 tentang Desam fﬁdustrl

o keanekaragaman budaya dan | mamput mema.ham; 51stem hkum desam mdustn s

. dengan, sebmk—baﬂcnya maka szmbzosa—mutualzsma antara hukum (yang akan .
~memberikan perlmdungan terhadap pen'nhk atau; pemegang hak desain mdustn)_ '
- dan pengembancan industri (adanya kreatifitas dan inovasi yang mendalamdari -
.para pengusaha di bldang desain industri untuk hasil-hasil produknya) akan -

: dapat i embenkan sumbangan bag: pertumblﬂlan ekonoml bangsa '

Ke__ il a maslh dalam pembahasan para perancang Rancangan Undang- '
ng Desain Industri telah merenungkan sistem yang akan dipilih dalam
_ -undang Desain Industn Apakah sastem perhndungan itu didasarkan
- pada sistem first fo file ataukah first fo use. Atan bisa saja Indonesia -

o mengombmas1kan kedua sistem tersebut. Jika sxstem first to file yang chplhh' o

: “berarti hak desain industri diberikan kepada pendafiar pertama. Artinya, smpa _
saja yang mendaﬁar lebzh dulu maka ia yang berhak atas desain mdustn i

' Sedangkan _uka sistern f vt to use yang dlplhh maka hak desain mdustn
diberikan kepada pemakai pertama, dan smtem 1n1 akan didasarkan pada
31apal<ah pemakau pertama desam mdustn itu. '

Dengan mamperhatlkan UUDI dapat chsmlpuikan bahwa sistem yang
d1anut oleh Indonesia adalah mengombinasikan kedua sistem itu. Artinya,
rnesklpun hak desain industri itu timbul karena pendafiaran tetapi hak itu dapat
dibatalkan apabila terdapat pihak lain yang dapat membuktikan bahwa hak
desain industri itu adalah miliknya atau desain industri itu telah tidak memiliki
kebaruan Dan azas yang dIterapkan dalam UUDI adalah azas itikad baik,
artmya tidak ada hak bagi siapapun yang mendaﬁarkan desaln industri apabﬂa
dﬂakukan dengan 1t1kad buruk :

. Dalam Rancangan UndangmUndang Desam Industri, definisi Hak Desain
Idustn adalah: hak khusus yang diberikan oleh Negara Republik Indonesia
kepada - Pendesam atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu
melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada
pihak lain untuk melaksanakannya,

Rancangan definisi di atas, dalam UUDI Pasal | angka 5 diubah menjadi:
hak ekslusif (garis tebal penulis) yang diberikan oleh Negara Republik
Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waku tertentu
melaksanakan sendiri kreasi tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada
plhak lamuntuk melaksanakannya :

" Dari definisi ini ada beberapa unsur penting yaitu: hak diberikan oleh
negara untuk jangka waktu tertentu, dan hak itu dimiliki apabila diajukan
pendafiaran. Artinya, hak itu tidak diberikan tanpa batas melainkan terbatas
dan setelah jangka waktu tersebut maka tidak ada lagi hak dan menjadi public
domain (milik unmun), sehingga setiap orang boleh menggunakan desain industri
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' 1tu tanpa membayar royaiti Dan hak desmn mdustn ifn dlbenkan setelah dldaﬁar

. Da]am menentukan ]angka waktu per}mdungan desain mdusm teié{h
dlrenungkan dugaan tentang siapakah yang akan banyak mendaftarkan desain

mdustn itu: Apakah para pendaﬁar desaini ity p1hak asmg ataukah plhak Iokai'?

Karena Jangka waktu perhndungan yang terlalu iama akan membawa
konsekuensx hukum dan ekonomi, misalnya: royalti, dan biaya produksi serta
laba yang dlperoleh dari penggunaan desain itu. Jika desain itu akan banyak
digunakan oleh para pengusaha lokal, sementara yang mendaftarkan banyak
dilakukan oleh pihak asing, maka kewajiban mermbayar royalti para pengusaha
lokal yang mengglmakan desam mdustn asmg akan semakin banyak yang berarti
pengurasan devisa.

Jika para pengusaha nasional yang akan banyak mendaftarkan maka 1] angka
waktu perlindungan selama 15 tahun merupakan hal yang wajar. Dan jangka
waktu perlindungan desain indusiri, antara satu negara dengan negara lain tidak
sama. Jepang dan Korea memberikan perlindungan selama 15 tahun sejak
tanggal pendaftaran®, Sedangkan TRIP 5 Agreement hanya menyatakan bahwa
Jangka waktu perlindungan desain industri minimal 10 (sepuluh) tahun.”

‘Kemudian, desain industri yang memenuh; kriteria bagaimana yang dapat
dilindungi? Jika memperhatikan Rancangan UndangaUndang Desain Industr,
hanya desain industri yang memiliki *kebaruan’ saja yang dapat didaftarkan.
Danpengertian ‘kebaruan” dalam Rancangan Undang-Undang itu adalah apabila
desain industri itn belum pernah diwmumkan baik melatui pengumuman secara
nyata atau telah pemah digunakan melalui cara apapun sebelum tanggal
permintaan atau sebelum tanggal prioritas apabila permintaan itu diajukan dengam
hak prioritas®,

* Loc.citPasal | angka 1 dan angka 2, dan Pasal 2 ayat | Undang-Undang Hak Cipta Nomor 12
Tahun 1997,

& Loc. Cit pagal 21 ayat 1 UU Desain Jepang, dan pasal 40 ayat 1 UU Desam Korea
Bandingkan dengan Pasal 216 Copyright, Designs and Patents Act 1988, Inggris,
atau lihat perlindungan desain Australia yang memberikan perlindungan maksimal 16
tahun dengan membagi tahapan 6 tahun, kemudian dapat diperpanjang dua kali
dengan masa perlindungan masing-masing 5 (lima) tahun, Golvan, Colin., 4n
Introduction to Intellectual Property Law, the Federation Press, hal 57.

? Loc, Cit pasal 26 ayat 3.

¥ Draft Rancangan Undang-Undang bulan Maret 1999 teiah beberapa kali mengalami
perubahan pasal, dan ketentuan yang membahas tentang kebaruan yang penulis
miliki diatur dalam pasal 2 ayat 3. Lihat juga pasal 2 ayat 2 tentang syarat kebaruan
yang harus dipenuhi untuk mendafiarkan desain industri.




Analaszs Pe[aksanaan UU No 3! Tahun 2000 tentang Desam Endusm-? .

Penuhs pernah mengusuikan agar UUDI Indonesxa memzhh 2 (dua) syarag e

3 yaltu new (bzuu) atau original (orisinil) bagi desain industri  yang akan dllmdungl 3

Usulan itu dldasarkan karena TRIP Agreement memberikan pilihan atau:

altematl,f s;stem desam mdustrl yang dapat dlplhh oleh negara—negara anggota .

thhan 1tu dlatur dalam Pasal 25 ayat I yang menyatakan Members shall_-i_'
prowde for the protect‘ton of mdependenﬂy created indusirial designs that

ar_e_new__or_or iginal, Dengan adanya dua p}hhan iy, sesungguhnya Indonesia

" dapat saja mengikati ketentuan yang diatur dalam TRIP 5 Agreementitu. Selain
hal diatas, sebenarnya perlmdun gan terhadap desaln industri dapat ddaiﬁﬂcan'* i

' dengan melakukan pendekatan hak. cipta (copy} ight. approach) dan atau

- pendekatanpaten (patentapproach). Dengan memilih persyaratan “new atay -~

“original’’ akan dapat bermanfaat bagi kepentmgan ekonomi Indonesia yang -
© memiliki keragaman seni dan budaya yang pada dasarnya telah mendapat

perhndungan hak cipta. Adanya alternatif'persyaratan desain industri i,

seharusnya dapat dikembangkan oleh para pengusaha nasional menjadi desam >
mdustn yang memiliki potens1 ekononn yang besar e T <

4, Keterbukaan, Lifisien dan Sistem Pemeriksaan Tidak Murni:

) Ada ‘beberapa alasan mengapa Undang- -undang Desain Industri
menerapkan sistem pemeriksaan tidak murni, Pertama, krisis ekonomi yang
terjadi di Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 hmgga kini belum dapata
dikatakan berakhir. Keadaan itu telah mengakibatkan Indonesia sangat
tergantung pada bantuan luar dan dalam ne geri, danterjadi keterbatasan dana
pemerintah dalam melaksanakan pertimbuhan ekonomi secara makro termasuk
pula keterbatasan dana yang dialami oleh Ditjen HKI, Departemen Hukum
dan HAM. Disamping itu, kita sadari adanya masalah keterbatasan sumber -
dayamanusia yangakan melakukan pengadministrasian desain industri apabila
sistem desain industri menerapkan sistem pemerﬂ{saan

Jika sistem pemeriksaan yang dipilih maka pemerintah harus menyiapkan
prasarana dan sarana pembanding atau mengumpulkan bahan-bahan desain
industri untuk digunakan sebagai pembanding dalam melakukan pemeriksaan
substantif terhadap setiap permohonan pendaftaran. Selain ity harus
mempersiapkan sumber daya pemeriksa desain industri yang handal untuk
menerapkan sistem pemeriksaan substantif akan dan memerlukan waktu yang
tidak singkat. Alasan lain yang dapat dipetik manfaatnya adalah pengalaman
negara-negara lain yang mengalami kesulitan ketika menerapkan sistem
pemeriksaan substantif, misalnya: Vietnam, dan Korea Selatan,

Yang penting bagi Indonesia adalah memberikan perlindungan desain
industri yang memadai, kepada siapapun yang mendaftarkannya pada Ditjen
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- HKI dan sesuai dengan TRIP? sAgreement Daiam Rancangan Undang~Undang .

: Desam Industn yang kemudian disetujui menjadi UUDI dinyatakan bahwa sistem: -
desain industri tidak menerapkan non-pemeriksaan murni karena ‘masih-
dnnungkmkan pemeriksaan administratif atau formalitas yang memungkmkan‘ :

permohonan jtu ditolak yaitu apabﬂa permohonan desain indust i il berten’tangan
dengan peraturan pemndangmndangan yangt beﬂaku ketertiban umum, agama
atau kesusilaan (vide Pasal 4 UUDYJ), dan juga melakukan “pemeuksaan

: su_bstannf’ ata.s permohonan desain industri apab;la ter_]adl oposisi atay
keberatan yang dilakukan oleh p;hak keuga Dengan adanya kesempatan iy, .

upaya transparans1 smtem desam mdustn telah cukup memadas

Fai’tor lam yang menj iadi aiasan memilih sistem pemeriksaan tldak murm
adalah agar dapat mempercepat pendaftaran desain industri itu, Undangwundang
Desain Industri telah mencantumkan tahapan-tahapan yang dapat dilalui untuk
setiap permohonan sehingga diharapkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan’
akan dapat diketahui dan diberikan Sertifikat Desain Industri bagi setiap

permohonan apabila permohonan telah memenuhi persyaratan permohonan -

dan tidak mengalami keberatan atau oposisi dari pihak ketiga.

Jika permohonan pendaftaran mengalamm oposisi, maka jangka waktu
untuk memproses permohonan itu akan lebih dari 6 (enam) bulan namun
diharapkan akan dapat diputus dalam jangka wakeu sekitar 16 bulan. J angka
waktu itu harus disadari dan dilaksanakan efektif oleh aparat Ditjen HK yvang
bertanggung jawab memproses pendaftaran desain industri, karena jangka
waktu perlindungan desain industri yang terbatas dan tidak dapat dzpe“panjang
lagi (Insan Budi Maulana, Bianglala HK1, 2006).

Dari skema proses pendaftaran desain industri di bawah ini, sesunggu}mya
proses pendaftaran desain industri tidak perlu membutuhkan waktu yang lama.
Karena setelah seluruh persyaratan permohonan pendaftaran itu dipenuhi, maka
Ditjen HKI mengumumkan permohonan itu dan masa pengumuman itu
dilakukan selama 3 (tiga)} bulan, Jika tidak ada yang melakukan keberatan atau
oposisi, maka Ditjen HKI menerbitkan Sertifikat Desain Industri paling lama
30 (tigapuluh) hari terhitung sejak tanggal berakhirnya jangka waktu tersebut. '
Dengan jangka waldtu permohonan desain industri yang demikian singkat, jika
dibandingkan dengan Jepang yang membutuhkan walktu sekitar 16 bulan, malka
diharapkan akan menarik bagi para desainer nasional mendaftarkan desain
industrinya.

Sangat disayangkan, dalam realita saat imi Ditjen HKI udalc dapat
memproses permohonan pendaftaran desain industri dengan tepat waktn walau

* Lihat Bab I, Pasal 10 sampai dergan Bab IV, Pasal 29 Undang-undang Desain Industi,
% Pasal 2% ayat | UUDL,
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o proses Jangka waktu permohonan pendaftaran itu telah daatur secara tegas
dalam UUDL Bagamlanapun keterlambatan permohonan desain industri yang -
- tidak sejalan dengan UUDL akan merusak citra Ditjen HKI karena L jumlah
' .-permohonan desain industri hingga saat ini relatif belum banyak Jumlah
S per.mohonan desain industri dari daIam negeri akan bex‘cambah banyak _]lka _
o .proses pendaﬁaran 1tu relatlf smgkat - E AL '-

PRGSES PENDAFTARAN DESAEN INDUSTRI

DITJEN HKI

I DIPENUKL

OLEH PEMOHON

i

| PEMERIKSAAN

T W, P \ i

| FORMALTAS
. S KEKURANGAN
{Ps.24) o e m—
- " (Ps25) : 1
[ FENGUMUMAN ) ' TIDAK o)
T DIPENUH

CDITOLAK PEMOHON

2 [ PPEMERIKSAAN SUBSTANTIF

(6 BULAN) .

DITOLAK /—1\ DISETUJUI {PS.28)
< KEPUTUSAN 7 g —
_________ J| eem TN

GUGATAN KE
PENGADILAN

DITARIK

DITERIMA

PUTUSAN ?

(P5.28) QITOREE

DIDAFTAR
& DITERBITKAN

SERTIFIKAT

DAFTAR UMUM

BERITA RESMI

DESAIN INDUSTRI DESAIN INDUSTRI

l
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5 Hak Desam End‘usm Sebagal Hak Kekayaan 's{“adak Berwug ud

Hak kckayaan inteleknal (mtelleciual property rights) diang gap
merupakan bagian dari kekayaan tidak berwujud (zntangzbie assets)’ yang
juga dapat dialihkan. Menurut ketentuan hulkum umum peralihan terhadap
benda bergerak diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata yang menyatakan bahwa
penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh, dilakukan
dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama permilik,
atau, dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan
1tL1 berada : o S SEON Y

Selain ketentuan ity, perahhan benda bergerak yang dlcalmp dalam HKI
diatur masing-masing oleh undang-undang tersebut. Pengalihan hak Desain
Industri, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUDI- dapat terjadi karena:

pewarisan;

hibah;

wasiat;

perjanjian tertulis; atau

sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

oo o

Pengalihan hak tersebut di atas disertai dengan dokumen tentang pengalihan
hak, dan pengalihan hak itu wajib dicatatkan pada Ditjen HKI, dan pengalihan
hak yang tidak dicatatkan tidak berakibat hukum pada pihak ketiga,

~Selain dapat dialihkan, atan disewakan, hak Desain Industri dapat juga
dilisensikan yaitu dengan cara memberikan persetujuan kepada pihiak lain untuk
membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan hasil procuksi yang menggunakan desain
industri dan diatur dalam perjanjian lisensi.

Seluruh perundang-undangan HKI termasuk UUDI mencantumkan
ketentuan lisensi yang memungkinkan pihak lain memanfaatkannya dengan
memperoleh ijin terlebih dulu, dan membayar royalti kepada pemegang hak
tersebut. Ketentuan lain yang diatur dalam undang-undang itu adalah kewajiban
mencatatkan perjanjian lisensi pada Ditjen HK1 dengan membayar biaya.
Perjanjian lisensi yang dicatat itu akan diumumkan dalam Berita Resmi masing-
masing. Tidak dicatatkannya perjanjian lisensi itu akan mengakibatkan tidak
menintbulkan konsekuensi hukum bagi pihak ketiga.

UUDI mengatur klausula larangan dalam perjanjian lisensi yang
menyatakan bahwa perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan baik yang
langsung maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan
bagi perekonomian Indonesia atau memuat ketentuan yang mengakibatkan
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-persamgan usaha tzdak sehat Akan tetapl ketentuan Iebih }anjut diatur dengan T
Peraturan Pemerintah (PP) Disayangkanmngga sekarang, PP tentang Lisensi .

‘belum disahkan oleh pemerintah walau beberapa kali RPP tentang Lisensi telah
dibahas oleh thjen Peraturan Perundang-undangan. Sebaiknya PP tentang

lisensi dapat mengacu pada ketentuan-ketentuan yang berlaku di Masyarakat

Eropah atau Jepang mengenai Patent and Know-How L:censmgAgreement’ !

yang membagl 3 (tiga) kategori perjanjian lisensi yaitu black clause, white .-
. j'clause dan grey. clause. - Salah satu pertimbangannya.adalah: karcna? g
o .pengalaman negara-negara itu dalam menerapkan lisensi telah cukuip lama, dan_ o
> dapat efektif mencegah atau mengatas1 persaingan usaha tidak sehat (unfazr

2 busmess s prg :ces), dan Juga persalngan curang (unfazr competztzon )

6 Penyelesalan Sengketa Secara Pidana Atau Perdata .'

Pelanggaran atau sengketa dibidang desain industri dapat terjadi dan_
dlselesalkan secara pidana dan/atau perdata. Dalam hal pemegang desain industri

telah mendaﬁarkan desain industri dan memperoieh Sertifikat Desain Industri,
dan’ jika haknya dilanggar oleh pihak lain maka ia dapat menentukan
penyelesaian pelanggaran halmya apakah akan dllakukan secara pidana atau
perdata e

] xka penyelesalan pelanggaran ity dllakukan secara pidana maka pemilik
hak desam industri harus mengadukannya kepada polisi sebagai penyidik pada
kepohslan daerah (Polda) jika pelanggaran itu berskala kecil dan terjadi di
wilayah tersebut, atau mengadu pada markas besar kepolisian Republik
Indonesia (Mabes Polri) jika pelanggaran desain industri berskala besar dan
tcr_;adl di beberapa wilayah Polda, atau bisa juga mengadu pada Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Ditjen HaK1I (vide Pasal 53 UUDI). Penyidik
sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) UUDI berwenang:

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Desain Industri;

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang melakukan tindak pidana di
bidang HaKidiatas;

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari pihak sehubungan dengan
peristiwa tindak pidana di atas;

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatataan dan dokumen lain
yang berkenaan dengan tindak pidana di atas;

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat barang
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain;

! Maulana, Insan Budi., Lisensi Paten, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 1993,
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= --;melakukan penyltaan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang
- dapatdijadikan bukii-dalam perkara tindak pidanadiatas; - o
g meminta. bantuan ahh dalam rangka peiaksanaan tugas pcnyidlkan tmdak
:;...p1dana diatas. S A

i --Disayangkan _proses penyelesaian pelanggaran yang diadukan kepada
lembaga di atas tidak ditentukan jangka waktu penyelesaiannya.: Dari
‘pengalaman dan informasi para pihak pemegang desain industri yang telah
menjadi korban pelanggaran itu, proses pengaduan perkara di Repolislan atau
PPNS hingga berkas perkara itu disampaikan ke penoadﬁan negeri berlangsung
lebih dari 6 (enan) bulan.  Dan pihak terdakwa yang tidak puas terhadap
putusan pengadilan negeri dapat mengajukan banding ke pengadilantinggi, dan
mengajukan kasasi ke Mabkamah A gung jika tidak puas pula terhadap putusan
pengadilan negeri atau pengadilan tinggt. Jelas, proses penyelesaian secara
pidana tidak memberikan kepastian waktu dan biaya. Seloroh yang menyaﬂkan
bahwa jika mengadukan ke polisi akan memmbuikan kerugian “sehar: ga sapi”
walau yang dilaporkan hanya kehilangan “seekor ayam” merupakan hal yang
suht dlhlndarkan

Dalam perkara pelanggaran desain mdusm Sertiftkat Nomor ID 00{) 391 6
yang dimiliki oleh Andreas Stihl AG & CO., KG, Jaksa Penuntut Umum pada
tanggal 28 Juni 2006 telah menuntut Trisno Widjaya alias Asiong dengan pidana
penjara 3 (tiga) tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah di Pengadilan Negeri
Tangerang Tuntutan pidana dan denda itu agak mengejutkan karena sangat
jarang jaksa penuntut urum menuntit sedemikian berat, Apakah tuntutan yang
sedemikian berat itn sebagai realisasi dari Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun
2006 tentang Pembentukan Tim Nasional Penanggulengan Pe!aﬁggaran
Hak Kekayaan Inteleltual yang disahkan tanggal 27 Maret 2006 atau ‘bukan,
tentu sulit mencari jawabannya.

Hingga artikel ind selesai ditulis, belum diketahui berapa lama sanksi p1dana
dan denda akan dikenakan oleh Pengadilan Negeri Tangerang kepada Trisno
Widjaya alias Asiong, dan berapa lama lagi pemegang hak desain industri
memperoleh kepastian dan keadilan terhadap haknya yang dilanggar plhak
lain,

Dalam berkas tuntutan itu diketahui bahwa pemegang hak desain industri
melalui distributornya telah mengadukan adanya dugaan pelanggaran itu pada
tanggal 3 Nopember 2003 pada Mabes Polri dengan No. 01/IKM-Mabes/
X1/2003, dan Pengadilan Negeri Tangerang menetapkan Surat Pelimpahan
Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-31/0.6.11/01/2006 tanggal 6
Januari 2006 (vide Surat Tunfutan No. Reg. Perk.: PDM-563/12/2005).
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. -Perkara pelanggaran desam mdustn d1 atas hanya merupakan salah satu e

B cahtoh kasus dari sekian banyak peianggaran hakkekayaan intelektual lain :
'_'yang diserahkan. kepa&a kepohs1an yang: proses penyelesa1an dan':-_:

o perszdangarmya membutuhkan wakfu yang lama. .

Oleh karena itn penyeiesalan perkara pelanggaran desam mdustn secara' :
: perdata yang: menenmkan jangka waktu penyelesaian. selama 90 (sembilan o
. puluh) hari. dltxngkatpengadﬂan niaga padapengadﬂan negeri, danjangka wakem

. yang sama di tingkat kasasi, Mahkamah Agung merupakan altematif dan solusi

o i'membenkan perhndungan bag1 pemegang hak dcsam 1ndustn (v1de Pasal 46;:

---*Jo Pasal 39 _]0 Pasai41 ayat {9] UUDI)

o Kemudian, perkara perdatalain yaitu gugatan pembataian terhadap desam o
1ndustr1 ‘terdaftar juga memanfaatkan Pengadilan Nlaga sebagai upaya
penyelesalan perkara tersebut. Selainiitu, undang~undang inijuga membenkanf '
hak bagl parapihak yang bersengketa untuk menggunakan lembaga arbitrase -
maupun alternatif penyelesaian sengketa (vide Pasal47 UuDD, Penunjukan 3
lembaga itu untuk menyelesaikan sen gketa, dlharapkan agar penyelesaian
sengketa di bidang desain industri dapat dilakukan s secara profeswnal leb1h g

efisien dan efeltif.
S UUDI menyatakan bahwa gugatau pembatalan pendaﬁaran desain industri

dlajukan oleh pihak yang berkepentmgan melalui pengadﬁan maga diwilayah
tempatnnggal tergugat, dan tidak selalu harus melalui pengadilan niaga di Jakarta
dalam hal tergugat bertempat tmggai diluar Wiiayah Republik Indonesia (vide

Pasal 38 ayat [1] jo. Pasal 39 ayat [1] dan ayat [2] UUDI). Ketentuan ini

sejalan dengan hulum acara perdata pada umumnya yang menyatakan bahwa
gugatan diajukan1 melalm yunsd1k51 pengadﬂan negeri di wzlayah atau domisili
tergugat berada.

- Oleh karena Jumlah pengadilan niaga hanya 5 (lima) yaitu:

1) Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan;

~-2) Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta;

*3) Pengadilan Niaga Semarang pada pengadilan Negeri Semarang;
4) - Pengadilan Niaga Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya; dan,
5) Pengadﬂan Niaga Makassar pada Pengadilan Negeri Makassar.

Maka cakupan domisili hukum tergugat itu akan melintasi kewenangan
beberapa pengadilan negeri. Umpamanya, Hong Lie sebagai Tergugat
berdomisili di daerah Jelambar, Jakarta Barat yang telah mendaftarkan desain
industri sepatu secara tanpa hak di Ditjen HaK1, dan Badrun sebagai Penggugat
beralamat di daerah Cibaduyut, Bandung, yang merasa sebagm pendesain
sepatu itu dan memiliki bukti-bukti bahwa Hong Lie telah “mencuri” desain
industri sepatu milik Badrun. Maka jika Badrun akan mengajukan gugatan
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- pembataian panaaﬁaran desainindustri itu Badrun harus mengajukan guga‘ian o
pembatalenmelalui Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri J al\arta__ :

Pusat dan gugatan itu bukan diajukan melalui Pengadilan Negeri Bandung

Seandamya Badrun telah mendaftarkan dan memperoleh Sertifikat Desain’’

Tndustri atas sepatunya maka ia pun dapat mengajukan gugatan ganti mgi melalui

Pengadﬂan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terhadap Cemprul yang
beralamat di daerah Tangerang; jika Cemprul telah membuat, memperbanya}{., ;
“dan atawmenijuai desain industri sepatu itu secara tanpa hak dan atau izin dari -
Badrun, JikaBadrun akan menuntut secara pidana maka ia mengadulan adanya -
tindak pldana desain mdustri itn melalul kepohsian yang berada di Wilayah 1

' Tangelang sa_;a

UUDI] juga mengatur bahwa terhadap putusan pengadﬂan niaga hanya_

dapat dimintakan kasasi. Salah satu alasan mengapa proses penyelesaian
perkara di atas hanya melalui dua tahapan adalah agar penyelesaian sengketa

di bidang desain industri dapat diselesaikan secara efisien - dan efektif.dan..
berlangsung kurang dari 2 (dua) tahun. Selain itu karena jangka Wak.tu,
petlindungan desain industri hanya 10 tahmn dan sangat terbatas serta ﬂdak_

dapat diperpanjang lagi.

_ Penyelesaian perkara perdata obyek-obyek HKI termasuk desain mdusm
ini disampaikan melalui pengadilan niaga dengan harapan agar putusan yang
dihasilkan itu didasarkan pada sikap profesionalisme para halkim, pengetahuan
HaK] yang baik dan benar, dan mampu bersikap adil. Walaupun, sebenarmya
putusan yang adil dan benar juga harus berlaku dan diterapkan oleh hakim-
hakim pada nmumnya dan tidak hanya berlalu bag1 hakim di pengadilan maga
saja.

Sebenarnya, berhasil atau tidaknya pemanfaatan pengadilan niaga untuk
menyelesaikan sengketa desain industri atau bidang HKI pada umumnya akan
sangat tergantung pada moral mtegntas danmentalitas hakim yang menangani
perkara tersebut. Karena selama ini ketidakadilan dalarn memutus suatu perkara
bukan karena ketidakmandirian para hakim. Ketidakmandirian para hakim
bukan semata-mata karena terdapat intervensi dari lembaga lain, khususnya
ketika menangani perkara politik, tetapi hakim it sendiri yang telah menciptakan
ketidakmandirian. Hal ini dapat terjadi, salah satu di antaranya, karena
kebutuhan material yang meningkat sehingga, baik Jangsung atau tidak langsung-
melakukan pemerasan terhadap pencari keadilan, menerima suap dari para
pihak yang berperkara, atau “memelmtir hukum” untuk memenangkan salah
satu pihak yang berperkara sehingga mengorbankan sumpah jabatan, integritas
sebagai hakim, dan bertentangan hukum, kesusilaan, moral maupun keyakinan
agama yang dianutnya.

Dalam hal gugatan ganti rugi diajukan oleh pemegang atau pemilik hak
maka iz atau penerima lisensi Desain Industri dapat menggugat siapapun yang
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benupa:

-b.  penghentian semua perbuatan yang timbul karena pelanggaran misalnya;

- membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, mengimpor -
. barang-barang yang dihasilkan dengan menggunakan obyek di atas (vide

sal

. Selama ini penghentian sementara (in parre) yang timbul karena putusan
~ selaatau putusan provisi yang dilakukan oleh pengadilan kepada tergngat sering
-tidak memiliki wibawa atau hanya menjadi ‘macan empong”saja, karena
tergugat tetap dapat melakukan tindakan yang melanggar tersebut misalnya -
memproduksi ataumenjual produk produk yang melanggar desain industri, -
Meskipun dalam putusan, biasanya, dicantumkan kalimat yang menyatakan
bahwa apabila melanggar putusan ini dikenakan denda sebesar 1 juta rupiah
perhan, ./l e T e T
- Persoalannya bagaimanakah mekanisme pembayaran denda itu akan
diterapkan jika terjadi pelanggaran terhadap putusan sela atau putusan provisi
tersebut?: Selayaknya pertu dipikirkan efektifitas putusan tersebut agar
kewibawaan pengadilan dapat ditegakan. Barangkali dapat diterapkan suatu
jaminan yang dapat berupa benda bergerak, atau tidak bergerak yang.
diserahkan kepada penggugat atau dititipkan melalui pengadilan, atau penerapan
kurungan yang dapat dijalankan sesegera mungkin, apabila pihak yang dikenakan
putusan sela, putusan provisi atau yang dikenakan membayar ganti rugi itu tidak
- melaksanakan kewajiban yang telah diputus tersebut.

Pada dasarnya hak kekayaan intelektual termasuk pemilik atau pemegang
desain industri adalah hak-hak perdata (private rights) maka alangkah baiknya
jikapengadilan mengefektifkan dan mengefisiensikan pelaksanaan penyelesaian
perkara perdata termasuk ganti ruginya daripada harus mengefektifkan perkara
pidananya. Penyelesaian seperti itu, justru banyak diterapkan di luar negeri,
misalnya: di Australia, Amerika Serikat dan J epang'?.

~Selain penyelesaian gugatan melalui lembaga peradilan yang telah
disebutkan di atas, para pihak sebagaimana telah diatur juga dalam UUDI
dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif
penyelesaian sengketa.

'? Pertanyaan penulis yang pernah diajukan kepada beberaﬁa pejabat Australian Patent
Office, misalnya:Mr. Ross Wilson, Registrar Trademark, atau pejabat di Japanese
Patent Office ketika mengadakan kunjungan ke Kantor Paten Jepang bulan Februari
1999. Untuk kasus di Amerika dapat dibaca buku the Patent Wars, the Battle to Own
the Worlds Technology, karya Fred Warshofsky, 1994 atau Senryoku no Patenmafia
karya Henry Koda dan Hiroto Yamamot, 1993,
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o Kemudlm Jjika’ membandmgkan proses perad;lan yang selamaini tex;;adif .
' selam yang telah diuraikan di atas- terdapat hal-hal yang perfu dlcerman dan '
bisa dmnggap bam dalam sistem UUDI diantaranya yaitu: '

1) ‘sanksi pidana yang berbeda dan tidak konkordan antara Undang-undang

- Desain Industri, Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dengan

5 3.-..'Undang-undang Rahasia Dagang; Undang-Undang Rahasia Dagang
memberikan sanksi pidana maksimal 2 (dua) tahun, dan UndanmUndang

~Desain Industri memberikan sanksi pidana maksimal 4 (empat) tahun,

.+ sedangkan Undang-Undang Desain Tata Letak Sirkuit Tetpadu memberikan

“+ sanksi pidana; maksimal 3 (tiga) tahun. Tiga m&dang—undang ini membenkan

S maksunal denda yang sama yaitu 300 (ti garatus) juta rupiahy; - S

2) “penerapan delik aduan dan bukan delik biasa terhadap pelanggaran UUDI

““dan delik aduan ini juga diterapkan pada UU HKI lainnya;
3) -proses beracara dalam perkara perdata di bidang desain industr, dan juga
- 'perkara perdata HKI lainnya adalah gugatan pembatalan yang dlajukan
melahul pengadilan niaga dan memungkmkan penyelesaian perkara yang
~tercantum dalam undang-undang ini melalui arbitrase atau alternatif
- penyelesaian sengketa; sedangkan hukum acara perdata dalam perkara
+rahasia‘'dagang menerapkan hukum acara perdata yang berlaku secara
©umum yang serupa dengan perkax a-perkara perdata lainnya; R
4) - terhadap putusan pengadilan niaga dalam perkara desain industri (vide] Pasal
40 jo. Pasal 3§ Undang-Undang Desain Tndustri), dan perkara perdata_
HaKI lainnya hanya dapat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung,
sedangkan dalam perkara pelanggaran rahasia dagang berlaku ketentuan
hukum umum yang melalui tahapan pengachlan negen pengadilan tmgg1
dan Mahkamah Agung;

5) adanyapenetapan sementara (ex parte) dalam perkara desain industri yang
memberikan kewenangan bagi hakim pengadilan niaga menerbitkan surat
penetapan sementara dengan jangka waktu paling lama 30 (tigapuluh) han.
Surat Penetapan Sementara ini dikeluarkan untuk pencegahan masuknya
produk atau penyimpanan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak
Desain Industri (vide Pasal 49 sampai dengan Pasal 51 Undang- Undang
DesainIndustri).

7. Memadaikah Implementasi UUDI?

Untuk menilai apakah Undang-Undang Nomor 31 tentang Desain Industri
telah memadai selama sekitar 5 (lima) tahun diimplementasikan maka
penilaiannya dapat dilakukan dengan dua cara yaitu memperhatikan:

1. Mukadimah dan batang tubuh dua undang-undang tersebut; dan
2. Realisasi pelaksanaan undang-undang tersebut di atas.
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Pemlzuan dengau cara pertama atan terhadap UUDI —baak yang tercantum‘ [
U dalam mukadimah maupun batang tubuh- dapat dikatakan bahwa undan g_'_- :
~ undang tersebut telah memenuhi standar minimal yang ditetapkan TRIPS -
g Agreement Selain itu, dengan melihat realita 'yang terjadi dalam masyarakat =
kitayaitu: kesadaran masyarakat khususnya para pengusaha nasional terhadap
_ 'pemahaman desain industri yang masihrendah, misalnya: pengusaha tldak-_
- mendaftarkan desain baru dari produk barang yang dlnniﬂ<u1ya sehingga pesaing -

dapat me_}akukan pennuan atan persaingan secara tidak wajar. Disamping itu; -
- secara keseluruhanadalah lemalmya sumber daya manusia Indonesia dikalangan

- ! ";par aparat pemermtahan para. penegak hukum yang: akan melaksanakan'}"f_'
; -;undang»undang i, maka Undang«undang Desam Z{ndusm d:susun secara_':" :

.hka memperhankan reahta saat 1n1 walau UUDI telah disesualkan dengan \ |
kebutuhan masyarakat yang memiliki keanekaragaman budaya, namun sosialisasi -

akan pentingnya UUDIbagi kemajuan perdagangan dan industri nasional masih

harus ditingkatkan karena pemahaman dan kesadaran terhadap arti pentin g
UUDIbelum merupakan bagian dari strategi bisnis para pengusaha nasional.

Yang juga perlu dilakukan adalah sosialisasi terhadap aparat penegak hukum
dan Ditjen HKI agar mereka memahami secara konsisten UUDI sehingga
pelaksanaannya tidak melenceng. Salah satu diantaranya adalah proses
pendaitaran desain industri yang dilakukan oleh Ditjen HKI telah tidak sesuai

dengan ketentuan UUD] karena proses pendaftaran telah menjadi begitu lama,

Padahal menurut UDI proses pendaftaran harus sudah dapat didafiar dalam

waktu sekitar 6 (enam) bulan, jika tidak ada keberatan atav oposisi. Sekarang

ini Ditjen HKI melakukan pemeriksaan substantif setelah masa pengumuman

itu berakhir. Jelas, tindakan itu tidak diatur dalam UUDI, sehingga proses
pendaftaran desam industri menjadi begitu lama.

Hal lain yang perlu Ditjen HKI lakukan adalah publikasi permohonan
pendafiaran desain industri dalam masa publikasi selama 3 (tiga) bulan itu dapat
dilakukan secara nasional dan dapat diakses sehingga dapat memberikan
kesempatan’ bagz siapa saja melakukan pemantauan atau control apakah
permohonan desain industri itu memiliki kebaruan atau tidak, dan apakah
permohonan desain industri perlu dilakukan oposisi/keberatan atau tidak?
Dengan tindakan itu akan dapat dicegah atau dikurangi kermmingkinan pendaftaran
desain-desain industri yang sebenamnya tidak memiliki kebaruan, dan dapat
dicegah kemungkinan sengketa desain industri yang berupa pembatalan desain
industri, dan atau tindakan pelanggaran baik pidana atau perdata.

Terhadap penilaian yang dilakukan dengan cara yang dicantumkan pada
angka dua di atas, pada saat ini yang dapat dilakukan adalah dengan
memperhatikan dan membandingkan jumlah permohonan pendafiaran desain
industri yang diajukan kepada Ditjen HKI dan di beberapa negara lainnya.
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--Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa jumlah permohonan desain
mdusin mengalami peningkatan dari jumlah 2868 desain industri dan 879 atau
2.496 desain industri berasal dari dalam negeri, meningkat menjadi 5.114 desain
industri atau meningkat lebih dari 100%. Walau prosentase permohonan dari
dalam negeri hanya bcx:;umlah 4.319 desain mdustﬂ atau sekitar 84% daﬂ ]umlah
pemohon dalam dan luar negeri.

- Jumlah permohonan desain industri di Indonesia masih lebih bauyak }zka

dlbandmgkan dengan jumlah permohonan desain industri di negara-ne gara
Australia; Thailand dan Vietnam sebagaumana didata oleh World Intelieciual
Property Organization ( WIPO) di bawah ini. Juga jika dibandingkan dengan
Singapura sebagaimana data dari Intellectual Property Office of Smgapore
({POS), karena Jumlahnya permohonan desain industri di negara-negaraitu
masih dibawah 5000-an desain industri. Namun, jika membandingkan dengan
jumlah permohonan desain industri yang diajukan dari Cina, Jerman, Korea,
Jepang, dan Amerika Serikat maka jumlah permohonan desain industri
di Indonesia masih relatif lumayan jumlahnya. Apalagi jika membandingkan
dengan populasi, dan area Indonesia maka jumlah permohonan desain mdusm
di Indonesia relatif sedikit.

Perkembangan perdagangan, industri atau perekonomian secara mak’fo
yang tidak begitu tinggi, citra kompetitif yang tidak begitu besar diantara para
pengusaha, dan kesadaran pengusaha, desainer serta para penegak hukum
terhadap UUDI yang masih rendah merupakan beberapa pertimbangan selnngga
jumlah permohonan desain industri di Indonesia relatif masih sedikit.

STATISTIK PERMOHONAN
PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI
Tahun 2064 ~ 2002

Australia 2674 1581 4255 2849 1470 4119 2581 15390 4111 .

China 46532 | 3588 | 50120 | 56460 | 4187 | 60647 73572 | 5688 | 79260

Germany 58244 | 13131 | 71375 | 52834 | 10510 | 63344 | 50867 | 12100 | 62667

Japan 36070 | 2426 | 38493 | 37176 | 2247 | 39423 | 24881 | 2349 | 37230
Korea 32110 1 1731 | 33841 | 35074 | 1793 | 364867 | 35399 | 2188 | 37587
Thaitand 1939 758 2687 - - - N - -
UsA 11536 | 6¥86 | 18202 | 11145 | 7135 | 18280 | 13001 | 7903 | 20904
Vietnarn 1110 a7 1207 - - - - - -

Sumber : Diolah dari World Intellectual Property Organization (WIPO).
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STATISTIK PERMOHGNAN PENDAFTARAN
DESAIN INDUSTRI DI INDONESIA DAN SINGAPURA
I’AHUN 2001 2005 :

Sl '-.”-'f-"'n'éeﬁes*.a"3_"'_ o -.Siﬁsaﬁwfa. B

B s e R B SRR ST

O Lekab f o Asing | Ulokat L Asing P
Iz s | a2 | 33 Y 1460 1701
lozows | oorer |2 o aade | a6 | 1646 2122
Va4 | ssts 508 | 43z | &5 | 1615 | 2280
| 2005 v e st | s | om | om

Sumber : Diolah dari Ditjen HKI dan Intelfectual Pmperty Off ice of
Smgapma (IPOS) i,

Men}ach tugas yang tldak ringan bagl Dsrektorat Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual untuk lebih menggiatkan sosialisasi UUDI terhadap para pengusaha,
desainet, dan para penegak hukum agar undang-undang itu dapat memberi
manfaat ekonomis yang maksimal.”® Sosialisasi UUDI hendaknya tidak sekedar
menjelaskan undang~undang itu saja atan hanya menjelaskan peraturan
pemndang~undangannya saja, tetapi perlu dlterangkan kepada para pengusaha
dan desainer bahwa mematiami UUDI dengan benar akan dapat memperoleh
manfaat ekonomi bagi kegiatan bisnisnya. Dan sosialisasi bagi para penegak
hukum yang efektif akan memberikan citra positif untuk menegakan keadilan
dibidang desain industri sehingga menimbulkan rasa percaya diri bagi para
pemegang hak desain industri untuk selalu mengembangkan karya-karyanya
dan melindunginya.

8. Kesimpulan:

Pelaksanaan UUDI No. 31 Tahun 2000 masih relatif singkat dan masih
perlu dilanjutkan sosialisasinya tidak hanya kepada para pengusaha saja tetapl
juga kepada masyarakat pada umunmnya, misalnya: para akademisi, seniman,
dan para penegak hukum agar mereka pun dapat mengembangkan dan
memahami undang-undang ini secara benar,

'3 Tnsan Budi Maulana, Sebuah Catatan Pelaksanaan UU Desain Industri, Bisnis
Indonesia, 9 Agustus 2006, hal 10.
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‘Walau jurnlah permohonan desain industri dari dalam neger telah mencapai
lebih dari 80% dari seluruh jumlah desain industri yang mencapai 4000-an

pada tahun 2005, namun jumlah itu relatif masih sedikit. Oleh karena itu, dengan
semakinmeluasnya pemahaman masyarakat terhadap undang-undang ini maka

akan dapat memberi manfaat bagi para pengusaha nasional agar dapat bersaing
secara jujur, dan kreatif dalam pengembangan ekonomi nasional sehingga dapat
bersaing dalam kancah perdagangan internasional.
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